MENIMBANG

MENGINGAT

WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR [ TAHUN 2022

TENTANG

UPAH KERJA LEMBUR (UANG PIKET MALAM)
UNIT PUBLIC SAFETY CENTER 119

BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

:a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi

manusia dan salah satu unsur Kkesejahteraan
yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita
bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak
dan kesempatan yang sama serta untuk
meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga
kerja;

e bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b
dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali
Kota Banjarmasin tentang Upah Kerja Lembur
(Uang Piket Malam) Unit Public Safety Center 119
Banjarmasin;

: L Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia
Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4279) Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor,
144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063) Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

S. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun
2014 tentang Jalan) Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor
6760);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 Tentang Pengolahan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);



8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja
Waktu Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan
Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6647),

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47
Tahun 2018 tentang Pelayanan
Kegawatdaruratan, (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2018 Nomor 1799);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 Tentang Pedoman  Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor
7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor
7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Derah Kota Banjarmasin
Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor
9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);



Memperhatikan:

Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Program
Dekade Aksi Keselamatan Jalan.

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
Kep.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu
Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

3. Keputusan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 816 Tahun 2019 Tentang
Pembentukan Unit Public Safety Center
119 Banjarmasin.

MEMUTUSKAN:

Pembentukan Unit Public Safety Center 119
Banjarmasin sebagaimana Keputusan Wali
kota Banjarmasin Nomor 816 Tahun 2019
Tentang Pembentukan Unit Public Safety Center
119 Banjarmasin merupakan bagian
terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
Upah Kerja Lembur (Uang Piket Malam) Setiap
Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Unit
Public Safety Center 119 Banjarmasin sebesar
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang
dibayarkan perjam.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Sub Kegiatan Peningkatan Mutu
Pelayanan Fasilitas Kesehatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal ¢ o cemben

WALIKOTA BANJARMASIN,

A—

IBNU SINA



